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PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT RUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

a. bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka

Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

© 1.

huruf a perlu mengatur Retribusi Perizinan Tertentu dengan

Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Daerah Tingkat Il Surabaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);



10.

11.

12.

13.

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang — Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
Tentang Perubahan atas Undang — Undang Nomor 31 Tahun
2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444),

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
68Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049 );
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Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2002 tentang Usaha
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4385 );

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penata
Gunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4230 );

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5070);

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan
Nasional di bidang Pertanahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang
ljiin Mendirikan Bangunan dan ljin Undang-Undang Gangguan
bagi Perusahaan Industri;

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 Tahun 2003
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan

Kendaraan Umum:;
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Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per
12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
Peraturan menteri  Kelautan dan Perikanan = Nomor
Per.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 tahun
2004 tentang Perijinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 tahun
2004 tentang Pedoman pengendalian Nelayanan Andon dalam
rangka Pengelolaan Sumberdaya Ikan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun
2005 tentang Pemberian Keringanan kepada Perusahaan
Perikanan Indonesia yang melakukan usaha penangkapan lkan
dengan menggunakan Kapal Penangkap/Pengangkut Ikan
berukuran lebih dari 30 Gross Tonage ((Gl) sampai dengan 60
Gross Tonage (GT);

Peraturan Menteri Kelautan dan  Perikanan  Nomor
Per.17/Men/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007
Tentang Pedoman Teknis ljin Mendirikan Bangunan Gedung;
Permendagri nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan
ijin gangguan di daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Gresik Nomor
10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2005
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Gresik
Tahun 2004 S/D 2014,

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Gresik.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
Bupati adalah Bupati Gresik.

Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Gresik.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan

pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau Badan.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan
yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian
dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana
atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan

menjaga kelestarian lingkungan.

. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa

angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan
tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun

tidak terjadwal.



